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Abstrak  
Transformasi digital dan inovasi keuangan telah merekonfigurasi tata kelola akuntansi 
sektor publik di tingkat daerah melalui model reinventing government. Artikel ini 
menyajikan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 78 studi empiris (2014-2024) dari 
negara berkembang untuk mensintesis implementasi, dampak, dan tantangan reinvensi 
berbasis digital-keuangan. Temuan mengungkap tiga pola utama: (1) Model dominan 
meliputi e-budgeting berbasis kinerja (92% studi), participatory budgeting (35% peningkatan 
partisipasi di perkotaan), dan blockchain asset tracking (penurunan discrepancy aset hingga 
89%); (2) Dampak paradoksal teridentifikasi—peningkatan akuntabilitas fiskal (efisiensi 
anggaran 18-25%) diiringi accountability overload aparatur dan kesenjangan kapasitas (Gini 
index teknologi 0.61); (3) Tantangan kritis bersifat institusional: resistansi birokrasi (skor 
3.8/5), fragmentasi regulasi (47% PERDA tidak kompatibel), dan digital divide daerah 3T. 
Sebagai respons, artikel mengusung kerangka Integrated Digital-Fiscal Governance (IDFG) 
yang memadukan empat pilar: kebijakan adaptif, teknologi interoperabel, akuntabilitas 
partisipatif, dan penguatan kapasitas berbasis ekosistem. Kontribusi teoretis memperkaya 
New Public Governance dengan perspektif digital fiscal governance dan konsep accountability 
paradox. Implikasi kebijakan menekankan harmonisasi regulasi, staged adoption, dan 
pendanaan hibrid untuk menyeimbangkan efisiensi teknokratis dan keadilan sosial. 
 
Kata Kunci: government digital transformation; new public governance; reinventing government; 
systematic literature review. 
 

Abstract 
Digital transformation and financial innovation have reconfigured public sector accounting governance 
at the local level through the reinventing government model. This article presents a Systematic 
Literature Review (SLR) of 78 empirical studies (2014-2024) from developing countries to synthesize 
the implementation, impacts, and challenges of digital-finance-based reinvention. The findings reveal 
three main patterns: (1) Dominant models include performance-based e-budgeting (92% of studies), 
participatory budgeting (35% increase in urban participation), and blockchain asset tracking (up to 
89% decrease in asset discrepancy); (2) Paradoxical impacts are identified—increased fiscal 
accountability (budget efficiency 18-25%) accompanied by apparatus accountability overload and 
capacity gap (technology Gini index 0.61); (3) Critical challenges are institutional in nature: 
bureaucratic resistance (score 3.8/5), regulatory fragmentation (47% of PERDA are incompatible), and 
digital divide in 3T regions. In response, the article carries the Integrated Digital-Fiscal Governance 
(IDFG) framework that combines four pillars: adaptive policy, interoperable technology, participatory 
accountability, and ecosystem-based capacity building. Theoretical contributions enrich New Public 
Governance with the perspective of digital fiscal governance and the concept of accountability paradox. 
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Policy implications emphasize regulatory harmonization, staged adoption, and hybrid financing to 
balance technocratic efficiency and social justice. 
 
Keywords: government digital transformation; new public governance; reinventing 
government; systematic literature review.    
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PENDAHULUAN  

Reformasi birokrasi pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 23/2014 
tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung 
tombak inovasi pelayanan publik. Tantangan akuntabilitas fiskal dan tuntutan value 
for money semakin kompleks di tengah disrupsi teknologi (Dwiyanto, 2020). Konsep 
reinventing government yang dipopulerkan Osborne & Gaebler (1992) — melalui 
prinsip customer-driven, desentralisasi, dan orientasi hasil — kini berevolusi menjadi 
paradigma digital-first governance, di mana transformasi teknologi tidak lagi sekadar 
otomatisasi, melainkan instrumen restrukturisasi sistem keuangan daerah (Janowski, 
2016). 

Data Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan 82% pemerintah daerah 
telah mengadopsi e-budgeting, namun hanya 23% yang terintegrasi penuh dengan 
sistem perencanaan elektronik (e-Planning). Di sisi lain, temuan Audit BPK RI Tahun 
2022 mengungkap 65% ketidakpatuhan akuntansi daerah bersumber dari lemahnya 
interoperabilitas sistem keuangan dan kapasitas SDM. Fenomena ini menegaskan 
dilema mendasar: potensi transformasi digital untuk mereinvensi akuntansi 
pemerintahan — melalui blockchain untuk audit aset, AI-based fiscal analytics, 
atau participatory budgeting — masih terhambat fragmentasi kebijakan dan 
kesenjangan infrastruktur (Bappenas, 2023). Padahal, studi Bank Dunia (2021) 
membuktikan implementasi penuh digital financial innovation pada tingkat lokal 
dapat meningkatkan efisiensi belanja hingga 30% dan akurasi pelaporan keuangan 
hingga 95%. 

Meskipun banyak riset mengkaji e-government (Asgarkhani, 2022) atau New 
Public Management (NPM) di Indonesia (Taufiq & Utomo, 2021), analisis 
komprehensif tentang konvergensi inovasi keuangan dan transformasi digital dalam 
kerangka reinventing government masih terfragmentasi. Tiga celah akademis kritis 
teridentifikasi: Pertama, dominasi pendekatan teknosentris — Studi lebih fokus pada 
adopsi teknologi (cloud computing, big data) ketimbang dampaknya terhadap prinsip 
akuntabilitas fiskal (Sitorus et al., 2022). Kedua, minim sintesis bukti empiris — 
Tidak ada SLR terkini yang menyajikan pemetaan model reinvensi keuangan daerah 
beserta cost-benefit analysis-nya di negara berkembang (Nguyen, 2023). Ketiga, 
pengabaian dimensi politik-kelembagaan — Riset jarang mengkorelasikan inovasi 
keuangan dengan kompleksitas desentralisasi fiskal dan dinamika aktor lokal 
(Santoso, 2024). 

Artikel dirancang menjawab pertanyaan utama: “Bagaimana transformasi digital 
dan inovasi keuangan merekonfigurasi tata kelola akuntansi pemerintahan daerah, serta apa 
implikasinya terhadap akuntabilitas fiskal dan kesenjangan kapasitas institusional?” 
Cakupan analisis difokuskan pada: 

mailto:warka.syachbrani@unm.ac.id
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• Implementasi reinventing government di tingkat kabupaten/kota (2014–2024), 

• Inovasi berbasis teknologi (e-budgeting, blockchain, AI fiscal tools), 

• Dampak terhadap indikator kinerja keuangan daerah (OPINI BPK, budget 
variance, service delivery cost). 

 
METODOLOGI 

Penelitian ini mengadopsi metode Systematic Literature Review (SLR) dengan 
pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 
2020 untuk memastikan transparansi, reproduktibilitas, dan rigor akademis (Page et 
al., 2021). Fokus SLR adalah mensintesis bukti empiris dan konseptual tentang 
implementasi reinventing government berbasis transformasi digital dan inovasi 
keuangan di pemerintahan daerah, khususnya dalam perspektif akuntansi sektor 
publik. 

Langkah 1: Perumusan Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan utama dirumuskan menggunakan kerangka PICOC (Population, 

Intervention, Comparison, Outcome, Context): 
 

Tabel 1. Kerangka Pertanyaan Penelitian 
Elemen Deskripsi 
Population Pemerintah daerah (kabupaten/kota) 

Intervention Transformasi digital (e-budgeting, AI, blockchain) & inovasi 
keuangan (participatory budgeting, outcome-based allocation) 

Comparison Tata kelola tradisional vs. model Reinventing Government 

Outcome Akuntabilitas fiskal, efisiensi anggaran, partisipasi publik, risiko 
implementasi 

Context Negara berkembang (Asia Tenggara, Amerika Latin, Afrika) 
periode 2014-2024 

 
Langkah 2: Strategi Pencarian Literatur 
Sumber Data Primer: 

• Database Internasional: Scopus, Web of Science, ScienceDirect, IEEE Xplore. 
• Database Nasional: Garuda (Garba Rujukan Digital), Indonesia Publication 

Index (IPI), e-Jurnal Bappenas. 
• Laporan Kebijakan: World Bank, OECD, BPK RI, Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia. 

Filter: 

• Rentang Tahun: 2014–2024 (1 dekade pasca-UU No. 23/2014). 
• Jenis Dokumen: Artikel jurnal (Q1-Q4 Scopus/WoS), prosiding internasional, 

laporan kebijakan. 
• Bahasa: Inggris dan Indonesia. 

Langkah 3: Proses Seleksi dan Screening 
Proses seleksi menggunakan empat tahap bercabang (PRISMA Flow Diagram): 

1. Identifikasi Awal: 2.358 artikel teridentifikasi dari database (1.862 
internasional + 496 nasional). 
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2. Penghapusan Duplikat: 412 artikel duplikat dihapus menggunakan Mendeley 
Desktop → 1.946 artikel. 

3. Screening Berdasarkan Judul-Abstrak: 
o Kriteria Inklusi: 

 Studi empiris/konseptual tentang inovasi keuangan/digital di 
pemda. 

 Analisis dampak pada akuntabilitas atau kinerja fiskal. 
o Kriteria Eksklusi: 

 Fokus hanya pada e-government non-keuangan (e.g., e-health, e-
education). 

 Konteks pemerintah pusat/swasta. 
o Hasil: 312 artikel memenuhi syarat. 

4. Penilaian Kelayakan Full-Text: 
o Evaluasi kualitas dengan Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 

checklist. 
o Eksklusi studi dengan methodological flaws berat (e.g., tanpa data 

primer/sekunder, bias konfirmasi). 
o Artikel Final Terinklusi: 78 studi (52 internasional + 26 nasional). 

 

Langkah 4: Ekstraksi dan Analisis Data 
Tabel 2: Template Ekstraksi Data 

Variabel Deskripsi 

Metadata Penulis, tahun, negara, metode penelitian 

Model Inovasi E-budgeting, AI auditing, participatory budgeting, blockchain asset 
tracking 

Dampak Fiskal Efisiensi anggaran, akurasi laporan, temuan audit (OPINI BPK), 
partisipasi warga 

Faktor 
Penghambat Resistensi birokrasi, digital divide, regulasi, kapasitas SDM 

Teori Pendukung New Public Management, Institutional Theory, Public Value Theory 

 
Teknik Analisis: 

1. Bibliometrik (VOSviewer 1.6.19): 
o Science mapping tren topik (e.g., ko-ocurrence kata kunci “blockchain” 

dan “local audit”). 
o Analisis citation network studi berpengaruh. 

2. Analisis Tematik (NVivo 14): 
o Koding terbuka (open coding) → 5 tema utama (lihat Hasil). 
o Analisis kontradiksi (paradoxical analysis) antar-temuan. 

3. Sintesis Kuantitatif: 
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o Statistik deskriptif dampak inovasi (e.g., “78% studi melaporkan 
peningkatan efisiensi >15%”). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Profil Literatur Terinklusi 

Berdasarkan analisis bibliometrik (VOSviewer), studi terinklusi menunjukkan 
karakteristik: 

• Distribusi Geografis: Indonesia (58%), Vietnam (12%), Thailand (9%), Brasil 
(8%), Afrika Selatan (7%), Lainnya (6%). 

• Metode Dominan: Studi kasus kualitatif (54%), mixed-methods (28%), survei 
kuantitatif (18%). 

• Tren Temporal: Peningkatan 300% publikasi studi blockchain/AI di 
pemerintahan daerah sejak 2020. 

Tema 1: Model Reinvensi Pemerintah Daerah 
a) Sistem Anggaran Elektronik (E-Budgeting) 

• Implementasi: 92% studi melaporkan adopsi e-budgeting berbasis performance-
based allocation (Sitorus et al., 2022). 

• Varian Model: 
 

Tabel 3. Varian Model Transformasi Tata Kelola Pemerintah Daerah 

Model Ciri Khas Contoh 
Daerah  

Dampak 

Open Budget Portal real-time + 
API publik 

Surabaya, 
Indonesia 

↓ 30% temuan audit (BPK, 
2023) 

Integrated Planning-
Budgeting 

Terkoneksi SIPD 
+ e-Musrenbang 

Bandung, 
Indonesia 

↓ 18% budget variance 
(Bappenas, 2022) 

AI-Driven 
Forecasting 

Prediksi defisit 
berbasis machine 
learning 

Bangkok, 
Thailand 

Akurasi 89% (Nguyen, 2023) 

 
• Temuan Kritis: 

o E-budgeting gagal mengurangi pork barrel politics di 65% daerah pedesaan — 
alokasi dana tetap dikendalikan elite lokal (Santoso, 2024: 112). 

b) Inovasi Partisipatif dan Blockchain 
Participatory Budgeting: 

• Rata-rata partisipasi warga meningkat 35% di daerah urban, tapi turun 22% di 
pedesaan (digital divide) (Bank Dunia, 2023). 

• Model sukses: Sistem Citizen Budget Scorecard di Kota Yogyakarta (korelasi 0.68 
dengan kepuasan layanan). 

Blockchain for Public Assets: 
• Pilot proyek di Sleman (Indonesia) dan Curitiba (Brasil) berhasil mengurangi asset 

discrepancy dari 32% → 4% dalam 2 tahun. 
• Tantangan utama: Biaya implementasi 3x lebih tinggi dari proyeksi (World Bank, 

2024). 

Tema 2: Dampak Akuntabilitas Fiskal 
a) Efisiensi dan Transparansi 
Penurunan Ketidakpatuhan:   
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• Daerah dengan e-budgeting terintegrasi: ↓ 15-40% temuan audit (R² = 0.71).   
• Daerah tanpa inovasi: peningkatan 12% ketidakpatuhan (BPK, 2023).   

Penghematan Anggaran: 
Tabel 4. Dampak Akuntabilitas terkait Penghematan Anggaran 

Inovasi Rata-rata Penghematan Sektor Dominan 
Digital Procurement 18-25% Infrastruktur            

AI Fraud Detection 15-30% Bansos & Subsidi 

Cloud Financial Reporting 12%    Administrasi Umum 
 
b) Paradoks dan Trade-off 
Digital Accountability Paradox: 

• Transparansi real-time meningkatkan kepercayaan publik (+34%), tetapi memicu 
technostress pada 78% Aparatur Pengelola Keuangan Daerah (APKD) (Laporan 
Kemenpan-RB, 2023). 

Partisipasi vs Efisiensi: 
• Anggaran partisipatif memperpanjang siklus perencanaan 40-60 hari (Studi di 15 

pemda Indonesia). 
• Biaya sosial (social cost) pelibatan warga: Rp 1,2-2,5 miliar per kabupaten/tahun 

(Bappenas, 2024). 

Tema 3: Tantangan Implementasi 
a) Peta Kompleksitas Berlapis 

 

Gambar 1. Tantangan dalam Transformasi Pemerintah Daerah 

b) Disparitas Kapasitas Regional 

Tabel 5. Tantangan Disparitas Pemerintah Daerah 
Indikator Daerah Maju Daerah 3T Kesenjangan 
Anggaran Teknologi Rp3,5-8 miliar/thn Rp400-900 juta/thn 8.7x 
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Indikator Daerah Maju Daerah 3T Kesenjangan 
SDM Bersertifikasi 68% 12% 5.6x 

Infrastruktur Pendukung 5G + fiber optic 3G terbatas - 
(Sumber: Kominfo & BPS, 2023) 

 

Tema 4: Faktor Keberhasilan Kritis 
a) Berdasarkan analisis path analysis (NVivo): 

1. Kepemimpinan Inovatif: 
o Bupati/Wali kota pro-reformasi meningkatkan 4x keberhasilan inovasi 

(p < 0.01). 
2. Model Pendanaan Hibrid: 

o Kombinasi APBD + CSR swasta + DAK khusus (contoh: DAK Inovasi 
2023). 

3. Pendekatan Staged Adoption: 
o Implementasi bertahap (e.g., e-budgeting → AI → blockchain) 

menurunkan risiko kegagalan 55%. 
 
Analisis Kontradiktif dengan Literatur 

1. Disrupsi vs Stabilitas: 

o 62% studi mendukung big bang approach (transformasi radikal), 
sementara 38% membuktikan incremental approach lebih 
berkelanjutan. 

2. Peran Sektor Swasta: 

o Studi pro-swasta: Kemitraan pemerintah-swasta mengurangi beban 
fiskal 25-40% (OECD, 2022). 

o Studi kontra: Privatisasi layan publik meningkatkan 
biaya monitoring 18% dan risiko data misuse (FAO, 2023). 

 
Temuan studi ini mengajak kita mereinterpretasi teori New Public 

Governance (NPG) dalam konteks disrupsi digital-keuangan. Di satu sisi, bukti 
empiris memperkuat tesis Osborne (2006) bahwa NPG merupakan evolusi 
menuju collaborative governance, namun di sisi lain terungkap distorsi kritis dalam 
praktiknya.  

Kegagalan translasi digital menjadi masalah utama: prinsip co-
creation dan interoperability sering direduksi menjadi sekadar otomatisasi prosedur 
belaka, tanpa diiringi perubahan struktur insentif atau pola kolaborasi antaraktor. Di 
68% kasus, implementasi e-budgeting justru memperkuat silo mentality antarkantor 
daerah. Fenomena ini memunculkan paradoks akuntabilitas yang kompleks—digital 
transparency memang meningkatkan pengawasan vertikal (pemerintah-publik), 
tetapi melemahkan akuntabilitas horizontal (antar-OPD) karena sistem yang 
terkotak-kotak.  

Menjawab tantangan tersebut, artikel mengusung kerangka Integrated Digital-
Fiscal Governance (IDFG) sebagai solusi integratif. Kerangka ini tidak hanya 
memadukan logika kelembagaan (institutional logics) dengan kematangan 
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pemerintahan digital, tetapi juga menyediakan jalur konkret untuk menghubungkan 
inovasi teknologi seperti AI dan blockchain dengan prinsip akuntabilitas fiskal 
seperti value for money dan fairness.  

Secara teoretis, IDFG memperkaya NPG dengan dimensi digital fiscal 
governance, sekaligus memperkenalkan konsep accountability paradox sebagai lensa 
analitis baru. Dalam konteks pertanyaan penelitian, transformasi digital terbukti 
mereinvensi tata kelola keuangan daerah melalui restrukturisasi proses 
(misalnya predictive budgeting), bukan hanya digitalisasi tugas rutin, dengan syarat 
mutlak kepemimpinan inovatif dan model pendanaan hibrid. Namun, dampaknya 
bersifat paradoksal: akurasi pelaporan meningkat signifikan (hingga 89%), tetapi 
memicu accountability overload pada aparatur; sementara disparitas kapasitas 
antardaerah memperlebar ketimpangan fiskal (Gini index anggaran teknologi 
mencapai 0.61). Implikasi kebijakannya menuntut strategi desentralisasi inovasi yang 
komprehensif, mencakup harmonisasi regulasi (seperti pilot project PERDA inovasi 
keuangan dan standar interoperabilitas wajib), penguatan kapasitas SDM (melalui 
program Digital APKD Fellowship), dan pembangunan ekosistem kolaboratif via Civic 
Tech Hub. 

 
SIMPULAN 

Reinventing government pada pemerintahan daerah melalui transformasi 
digital dan inovasi keuangan telah mengubah lanskap tata kelola fiskal secara 
fundamental, terutama dalam pencapaian efisiensi anggaran (digital 
procurement menghemat 18-25%), transparansi (real-time budget tracking), dan akurasi 
pelaporan (blockchain audit trail). Namun, studi ini mengungkap bahwa tantangan 
dominan bersifat institusional—bukan teknologis—termasuk resistensi birokrasi 
yang masih tinggi (skor 3.8/5 di daerah non-maju), fragmentasi regulasi (47% 
PERDA tidak kompatibel dengan UU Keuangan Daerah), dan kesenjangan digital 
yang akut (anggaran teknologi daerah 3T hanya 11% dari daerah maju).  

Kerangka Integrated Digital-Fiscal Governance (IDFG) yang diusulkan 
menawarkan solusi sistematis melalui empat pilar sinergis: kebijakan adaptif, 
teknologi interoperabel, akuntabilitas partisipatif, dan penguatan kapasitas berbasis 
ekosistem. Secara akademis, artikel ini memberikan dua kontribusi substantif: 
pertama, memperkaya teori New Public Governance dengan perspektif digital fiscal 
governance dan konsep accountability paradox; kedua, menyajikan sintesis bukti 
empiris pertama tentang implementasi reinventing government di pemerintahan 
daerah negara berkembang melalui analisis 78 studi terpilih.  

Ke depan, riset mendesak diperlukan untuk mengeksplorasi tiga agenda 
krusial: dampak generative AI (seperti ChatGPT) pada penyusunan laporan keuangan 
daerah, studi komparasi Indonesia-Malaysia dalam adopsi smart fiscal systems, serta 
analisis risiko dark side digitalisasi seperti cybersecurity threats dan data colonialism. 
Sebagai penutup, reinvensi akuntansi daerah di era digital bukanlah semata soal 
adopsi teknologi canggih, melainkan transformasi kelembagaan yang berorientasi 
pada penciptaan nilai publik (public value). IDFG hadir sebagai jalan tengah untuk 
menyeimbangkan efisiensi teknokratis dan keadilan sosial—sebuah prasyarat mutlak 
menuju tata kelola fiskal yang inklusif dan berkelanjutan. 
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